
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 56

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta mengakomodir kewenangan
perangkat daerah yang mengurusi bidang
pangan, perumahan dan kawasan
permukiman, maka Peraturan Bupati



Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara perlu diubah
kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5430);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang  Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah    Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang  Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55
Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2012 Nomor 55) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55
Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan



Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS  PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 55 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 7A diubah dan
setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga
Pasal 7A Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 55) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2015 Nomor 22) berbunyi sebagai berikut :



Pasal 7A

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a dapat
diberikan secara terus-menerus apabila dalam peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan
Badan dan Lembaga tersebut mengamanatkan
pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (6) huruf c adalah Kelompok masyarakat
yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang
perekonomian, pendidikan, keagamaan, kesehatan,
lingkungan, seni dan budaya,  yang bersifat sukarela,
nirlaba, sosial kemasyarakatan dan keberadaannya telah
mendapatkan pengesahan atau penetapan dari
kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya dengan pengaturan sebagai berikut :
a. bidang perekonomian, meliputi gabungan kelompok

tani, kelompok tani, kelompok perkebunan dan
kelompok pembudidaya ikan, kelompok nelayan,
asosiasi dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang menangani urusan Pertanian, Peternakan,
Perikanan serta urusan Pangan sesuai dengan
bidang kewenangan masing-masing;

b. kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan,
kelompok pedagang kaki lima, usaha kecil dan
menengah, kelompok pengrajin, industri rumah
tangga dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang menangani urusan Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, urusan pertanian dan perikanan serta
urusan pangan sesuai dengan bidang kewenangan
masing-masing;



c. kelompok perbengkelan, dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menangani urusan
Ketenagakerjaan;

d. bidang pendidikan yang meliputi pendidikan formal
dan non formal adalah yang sudah memiliki Nomor
Pokok Sekolah Nasional (NPSN);

e. bidang kesehatan dilaksanakan oleh Kepala
Perangkat Daerah yang menangani urusan
kesehatan;

f. bidang keagamaan dilaksanakan oleh Kementerian
Agama;

g. bidang lingkungan meliputi kelompok yang bergerak
dibidang pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan
oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani
urusan lingkungan hidup;

h. bidang seni dan budaya dilaksanakan oleh Kepala
Perangkat Daerah yang menangani urusan kesenian
dan kebudayaan; dan

i. bidang sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi
dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
menangani urusan Cipta Karya dan urusan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(3) Kesatuan-kesatuan masyarakat   hukum adat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c
meliputi kesatuan masyarakat/kelompok masyarakat
yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat
istiadat yang keberadaannya telah mendapatkan
pengesahan dari Kepala Perangkat Daerah sesuai bidang
kewenangan.

(4) Contor format pengesahan atau penetapan dari Kepala
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(5) Format pengesahan atau penetapan dari Instansi
vertikal menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-11-2016
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-11-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 56

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003


